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Jakarta, 8 Januari 2018 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UU Agraria),
pada Senin (8/1), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang MK.
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 101/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Oltje JK
Pesik, Perseorangan Warga Indonesia yang mendaftarkan hak tanah milik adat kepada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Pemohon merasa pendaftaran hak tanah tersebut hingga Kkini
belum mendapatkan kepastian hukumnya. Norma yang diminta untuk diuji adalah Pasal 21 ayat (3)
UU Agraria dan Pasal 26 ayat (2) UU Agraria. Ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

- Pasal 21 ayat (3) UU 5/1960

(3) “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena
pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula
warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini
kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun
sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka
waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum
dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang
membebaninya tetap berlangsung”.

- Pasal 26 ayat (2) UU 5/1960
(2) “Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik
kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan
Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang
ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum
dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa pihak-pihak lain yang
membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik
tidak dapat dituntut kembali”.

Pemohon mempersoalkan frasa “karena hukum”, dan frasa “perbuatan-perbuatan lain yang
dimaksud untuk langsung maupun tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing”
dalam ketentuan a quo yang dinilai menimbulkan masalah konstitusionalitas, yaitu, tidak adanya
kejelasan mengenai frasa “karena hukum” itu apakah secara serta-merta berlaku tanpa proses
hukum lagi atau tidak. Selain itu, UU juga tidak menjelaskan apa yang yang dimaksud dengan
“perbuatan-perbuatan lain yang di maksud untuk langsung maupun tidak langsung memindahkan hak
milik kepada orang asing”. Apakah perbuatan yang dimaksud termasuk juga penetapan/putusan
hakim oleh pengadilan atau tidak. (shella)
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